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ABSTRAK 

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD 

diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk membentuk peraturan daerah (perda). 

Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada 

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah dilengkapi pula dengan fungsi 

legislatif yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan 

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyak, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah fungsi DPRD Periode 2014-2019 

dalam menyusun peraturan Daerah Kuantan Singingi ? 2) Apa sajakah kendala-

kendala yang dihadapi DPRD Periode 2014-2019 dalam menyusun Peraturan 

Daerah Kuantan Singingi ? 3) Apa sajakah upaya DPRD mengatasi kendala-

kendala dalam menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi ? Metode penelitian 

bersifat yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara, analisa data yang 

digunakan adalah kualitatif. Hasil Penelitian adalah 1) Fungsi DPRD kuantan 

singingi periode 2014-2019 belum berfungsi dengan baik keatikfan anggota 

DPRD dalam pembahasan raperda 2) Kendala di hadapi DPRD kuantan singingi 

hak inisiatif belum dapat terlaksanakan secara optimal 3) Upaya untuk mengatasi 

kendala tersebut adalah dengan DPRD  harus sering turut ke masyarakat untuk 

menggali persoalan-persoalan yang dhadapi masyarakat. 

Kata Kunci :  Fungsi  DPRD,  Peraturan  Daerah, 
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